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MOTTO 

“Jalan Setapak Licin Karena Diinjak” 

KEAHLIAN DIRI : Helai rerumputan sepanjang lembah itu rebah, diinjak kaki-

kaki petani. Kesibukan naik turun gunung, menggurat jejak dipunggung bukit, 

mengangah terpapar terik matahari sore, bukannya geragi yang malas menutup 

luka, tetapi injakan petani yang berjeda. Demikianlah, apa yang dilatih setiap hari 

akan meninggalkan jejak yang nyata. Entah itu liatnya urat kaki, ketajaman akal, 

kelincahan pena, pulasan kuas, atau aroma wangi sup dalam bejana, semua 

dibangun atas ketekunan yang menahun. Jangan dikira keahlian bisa dibeli dengan 

santai berlalai. Tidak, karena hanya dengan menyusun bata demi bata, 

menjulanglah bangunan megah perkasa nan indah. HARGA KEAHLIAN 

ADALAH KETEKUNAN. 
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ABSTRAK 

PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA 

DIKAITAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM 

Muhamad Fariz Cahya Eriyanto 

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik 

 

Dalam hukum pidana sendiri asas kepastian hukum mengharuskan setiap 

putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dijalankan sebagaimana mestinya. 

Sehingga seharusnya pembebasan bersyarat tidak boleh bertentangan dengan 

putusan hakim yang telah menetapkan durasi hukuman. Penulis mengangkat dua 

permasalahan. yaitu: 1) Apakah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap 

dapat dianulir dengan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dikaitkan dengan teori 

balas dendam; dan 2) Apakah pemberian pembebasan bersyarat kepada 

narapidana tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum. 

Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum 

normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual 

(conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan 

pendekatan kasus (case approach). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat tidak 

menghapus atau menganulir putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Ia 

merupakan instrumen administratif dalam hukum pemasyarakatan yang bertujuan 

untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana, yang meskipun secara teoritis 

bisa bertentangan dengan teori balas dendam, sehingga dengan adanya 

pembebasan bersyarat terdapat ketidakkepastian hukum dalam penerapannya. 

Serta pemberian pembebasan bersyarat secara normatif tidak bertentangan dengan 

asas kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian 

penerapan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Sehingga 

menyebabkan adanya isu hukum normatif mengenai konflik norma antara 

kepastian hukum dengan keadilan substantif. 

 

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat; Narapidana; Kepastian Hukum. 
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ABSTRACT 

GRANTING OF CONDITIONAL RELEASE TO INMATES IN RELATION TO 

THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY 

Muhamad Fariz Cahya Eriyanto 

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik 

 

In criminal law itself, the principle of legal certainty requires that every 

court decision that has permanent legal force must be executed properly. 

Therefore, conditional release should not contradict the court decision that has 

determined the duration of the sentence. The author raises two issues, namely: 1) 

Can a court decision with permanent legal force be annulled by conditional 

release based on Article 10 of Law Number 22 Year 2022 concerning Corrections 

in relation to the theory of retribution; and 2) Does granting conditional release 

to the prisoner contradict the principle of legal certainty. 

In this research, the author uses normative legal research methods with 

three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and 

case approach. 

The results of this study indicate that parole does not eliminate or annul 

the court's decision that has permanent legal force. It is an administrative 

instrument in correctional law aimed at supporting the social reintegration of 

convicts, which, although theoretically could contradict the theory of retribution, 

leads to legal uncertainty in its application. Moreover, the granting of parole 

normatively does not contradict the principle of legal certainty. However, in 

practice, there is often a mismatch between its application and the principles of 

justice, equality, and transparency. This results in normative legal issues 

regarding the conflict of norms between legal certainty and substantive justice. 

 

Keywords: Conditional Release; Inmate; Legal Certainty. 
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